





1.1 Latar Belakang 
Kinerja pemerintah didefenisikan sebagai hasil dari kegiatan dan 
program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 
Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa 
dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat 
dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. 
EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan 
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan 
lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009). 
Selain EKPPD, kinerja pemerintah juga dapat dilihat dari Indeks 
Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM. IPM terdiri dari 
beberapa komponen penilaian yaitu income per capita, tingkat kesehatan, 
pendidikan dan tingkat pengangguran (Badan Pusat Statistik). Penilaian 
kinerja pemerintah menggunakan IPM sesuai dengan penelitian Afonso 




Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus 
mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka pencapaian 
tujuan yang telah ditetapkan disebut akuntabilitas kinerja (Pusdiklat BPKP, 
2007). 
Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 
laporan keuangan. Sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan 
keuangan dan kinerja instansi pemerintah bahwa laporan keuangan adalah 
bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama 
satu periode. 
Kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan 
keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD 
kepada DPR atau DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003. Oleh sebab itu laporan keuangan dapat berfungsi sebagai alat 
monitoring yang digunakan oleh masyarakat dalam menilai kinerja 
Pemerintah (Setyaningrum, 2015). 
Untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan pada laporan 
keuangan pemerintah maka wajib dilakukan audit atas laporan keuangan 
Pemerintah oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pemeriksa Keuangan, 
selanjutnya disebut BPK (www.bpk.go.id dan PP No 8 Tahun 2006). Tujuan 
pemeriksaan atau audit laporan keuangan oleh BPK di atur dalam Undang-
 3 
 
Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemeriksaan 
dilakukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan 
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini 
menunjukkan adanya kewajiban Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk 
menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara yang selanjutnya 
akan dilakukan pemeriksaan   oleh BPK. 
Dengan adanya audit laporan keuangan oleh BPK sebagai pihak yang 
independen dapat mengurangi masalah keagenan di lingkungan Pemerintah 
yaitu asimetri informasi antara masyarakat yang dalam hubungan keagenan 
dianalogikan sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Menurut 
Setyaningrum (2015), masalah keagenan ini muncul karena masyarakat tidak 
dapat secara langsung mengamati tindakan Pemerintah (moral hazard) 
sehingga mengalami ketidakpastian terkait kejujuran Pemerintah dalam 
mengelola keuangan (adverse selection). Dengan demikian pemeriksaan 
(audit) atas laporan pertanggungjawaban Pemerintah dapat meningkatkan 
kepercayaan para pengguna laporan keuangan. 
Salah satu hasil dari pemeriksaan BPK atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah adalah opini audit (www.bpk.go.id). Pasal 1 UU no 15 
tahun 2004 menyatakan bahwa Opini Audit adalah pernyataan profesional 
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan. Jadi semakin baik opini suatu LKPD maka 




Opini audit merupakan hasil pemeriksaan dari kewajaran angka-angka 
atas kegiatan dan program pemerintah sehubungan dengan penggunaan 
anggaran. Apabila pemerintah daerah memperoleh opini audit WTP dapat 
dikatakan bahwa angka-angka dalam laporan keuangan sudah disajikan 
secara wajar. Kewajaran angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa 
kinerja pemerintah daerah tersebut sudah baik. Dengan kinerja pemerintah 
yang semakin baik maka pengelolaan keuangan negara menjadi lebih 
berkualitas yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 
(Warta BPK Kaleidoskop 2014). 
Berdasarkan signaling theory, opini audit merupakan bentuk sinyal 
yang diberikan pemerintah daerah kepada pengguna laporan keuangan bahwa 
pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh 
rakyat. Opini audit ini dapat menarik investor untuk melakukan investasi, 
pihak donatur untuk memberikan hibah, wisatawan untuk berkunjung yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pemda (Puspita dan Martani, 
2010). 
Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak 
yang berkepentingan, pemerintah akan termotivasi untuk memperbaiki 
pengelolaan keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini 
sesuai dengan teori motivasi yang dikembangkan oleh McClelland dan 
Abraham H. Maslow tentang kebutuhan berprestasi. Kebutuhan pemerintah 
untuk memperoleh prestasi yang baik di mata masyarakat dan pihak-pihak 
yang  berkepentingan  akan  memotivasi pemerintah  untuk  mempertahankan  
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kinerjanya jika opini tahun lalu sudah baik dan meningkatkan kinerjanya jika 
opini tahun lalu masih kurang baik. Dengan demikian opini audit tahun lalu 
akan memacu pemerintah untuk memperoleh kinerja yang lebih baik di masa 
yang akan datang. 
Dalam melihat pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja  
pemerintah perlu dipertimbangkan faktor tingkat korupsi. Penelitian 
Rajkumar dan Swuroop (2008) menemukan bahwa tingkat korupsi dapat 
memperlemah pengaruh pengeluaran pemerintah (pengalokasian sumber daya 
publik) terhadap kinerja pemerintah. Tingkat korupsi yang rendah 
menggambarkan bahwa pemerintah memiliki tata kelola yang baik. Dengan 
tata kelola yang baik, maka masing-masing bagian dalam pemerintahan 
berfungsi dengan baik sehingga pengalokasian sumber daya publik menjadi 
lebih efektif yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah. 
Hal yang sama juga dapat menjelaskan tingkat korupsi dalam 
memperlemah pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah. 
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu item laporan keuangan yang 
diaudit BPK. Tingkat kewajaran pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi 
opini audit pemerintah daerah tersebut. Opini audit tahun lalu yang masih 
buruk akan memberikan sinyal bahwa pengelolaan dan akuntabilitas 
pengeluaran pemerintah masih kurang baik. 
Oleh sebab itu pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan 
pengelolaan keuangan dan meningkatkan tingkat kewajaran pengeluaran 
sehingga kinerja pemerintah akan meningkat. Tingginya tingkat korupsi akan 
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menjadi penghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan 
keuangan tersebut. Dengan demikian tingkat korupsi diduga berpengaruh 
terhadap hubungan pengaruh opini audit tahun lalu dengan kinerja pemerintah. 
Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat ketimpangan antara 
teori dan praktek yang ada di pemerintah daerah. Jumlah pemerintah daerah 
di Indonesia yang memperoleh opini WTP meningkat pesat setiap tahunnya 
(IHPS I tahun 2014). Di sisi lain tingkat kemiskinan belum mengalami 
penurunan yang signifikan (www.bps.go.id). Hal ini menandakan bahwa 
kinerja pemerintah daerah masih rendah dan opini audit belum 
menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Di duga hal ini 
disebabkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian 
ini akan menguji pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah 
daerah se-Sumatera serta bagaimana pengaruh tingkat korupsi dalam 
memoderasi hubungan tersebut. 
Beberapa penelitian sebelumnya mengenai kaitan opini audit dengan 
kinerja pemerintah diantaranya Virgasari (2009) menemukan bahwa opini 
audit mempunyai hubungan dan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Konsisten dengan penelitian Budianto (2012) 
yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Senada dengan itu, hasil penelitian Monika (2015) 
menunjukkan bahwa opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap 




Berbeda dengan hasil penelitian Marfiana (2013) yang menemukan 
bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah 
daerah karena dalam pemberian opini audit, BPK hanya mempertimbangkan 
kewajaran laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan standar, bukan 
jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut. Hasil penelitian ini 
didukung oleh temuan penelitian Rustyaningsih et al (2014) bahwa hasil 
pemeriksaan BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah 
daerah karena diduga masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh 
lembaga pengawas internal pemerintah. Lain halnya dengan Angelina (2012) 
yang menemukan bahwa opini audit berkorelasi negatif dengan kinerja 
keuangan karena audit BPK lebih ditekankan pada kewajaran dan kepatuhan 
terhadap sistem pengendalian internal bukan pada nilai nominal laporan 
keuangannya. 
Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tersebut, belum  
memberikan hasil yang konklusif, dimana peneliti-peneliti sebelumnya 
mengaitkan opini audit dengan kinerja pemerintah daerah pada tahun yang 
sama. Sedangkan penelitian ini akan melihat pengaruh opini audit tahun lalu 
dalam mendorong pemerintah untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik 
berdasarkan signaling theory di lingkungan pemerintah daerah. Semakin baik 
opini audit merupakan bentuk sinyal yang diberikan pemerintah daerah 
kepada pengguna laporan keuangan bahwa pemerintah daerah telah 




audit tahun lalu akan mendorong pemerintah untuk berupaya meningkatkan 
kinerjanya. 
Penelitian ini menambahkan proksi pengukuran kinerja pemerintah 
dengan menggunakan dua indikator pengukuran kinerja yaitu EKPPD dan 
IPM . Pengukuran kinerja menggunakan EKPPD berfokus pada input, output 
dan outcome yang menjelaskan aktivitas-aktivitas organisasi pemerintah 
sedangkan IPM menjelaskan manfaat dan dampak program/aktivitas 
pemerintah terhadap masyarakat. Apabila pengukuran kinerja hanya berfokus 
pada input dan output (anggaran dan realisasinya), bukan outcome, manfaat 
dan dampak terhadap masyarakat maka organisasi sektor publik tidak akan 
mampu melihat keberadaannya sebagai pelayan masyarakat (Nordiawan, 
2010). Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan EKPPD dan IPM sebagai 
proksi penilaian kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang sama dilakukan 
oleh Monika (2015) hanya menggunakan data satu anggaran (2012), 
sementara peneliti akan memakai skor EKPPD dua tahun anggaran (2011 
dan 2012) sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik. 
Kepala daerah merupakan posisi sentral dan strategis dalam sistem 
pemerintahan daerah (Ishak, 2010). Dalam rangka peningkatan potensi daerah 
dan sumber daya manusia yang handal dibutuhkan kepala daerah yang 
berkapabilitas dan  berkompetensi  tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah (Misdi, 2015). Upper eschelon theory mengatakan bahwa kapabilitas 
tersebut  dapat  ditunjukkan  dengan  pendidikan, pengalaman dan  masa  kerja  
serta umur. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, umur yang matang dan 
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pengalaman kerja yang cukup dapat membuka wawasan eksekutif daerah 
untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan mampu menciptakan 
inovasi baru sehingga dapat dicapai kinerja pemerintah yang optimal (Sutaryo, 
2013). 
Dari pernyataan di atas didapat dilihat bahwa jalannya sebuah sistem di 
suatu birokrasi atau pemerintahan juga ditentukan oleh kualitas kepala 
daerahnya. Keberhasilan sistem di birokrasi akan berbeda jika dipimpin oleh 
kepala daerah dengan kualitas yang berbeda. Oleh sebab itu penelitian ini 
juga menguji pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah 
daerah dan efek moderasi tingkat korupsi terhadap hubungan tersebut 
berdasarkan sub sampel umur, pengalaman dan pendidikan kepala daerah. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas  
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah se-Sumatera. 
2. Apakah efek tingkat korupsi sebagai variabel moderasi memperlemah 
hubungan opini audit tahun lalu dengan kinerja pemerintah daerah se-
Sumatera. 
3. Apakah  opini audit tahun lalu berpengaruh terhadap kinerja pemerintah  
daerah dan efek moderasi tingkat korupsi akan berbeda tergantung pada 




1.3 Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menguji pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah 
daerah  se-Sumatera. 
2. Menguji efek tingkat korupsi sebagai variabel moderasi terhadap  
hubungan opini audit tahun lalu dengan kinerja pemerintah daerah se-
Sumatera. 
3. Menguji pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah  
daerah dan efek moderasi tingkat korupsi akan berbeda tergantung pada 
kualitas kepala daerah se-Sumatera. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini memberikan   
bukti empiris yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian 
selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh opini audit 
BPK terhadap kinerja pemerintah daerah se-Sumatera. 
2. Bagi regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dan pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan peraturan dan 






1.5 Sistematika Penulisan 
BAB 1. Pendahuluan 
Bagian ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, 
pertanyaan penelitian masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
model operasional penelitian. 
BAB 2. Tinjauan Pustaka 
Bab ini merupakan uraian dari tinjauan pustaka yang melandasi opini audit 
BPK serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah, dan tingkat 
korupsi sebagai variabel moderasi, kajian peneliti-peneliti sebelumnya, 
pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran. 
BAB 3. Metode Penelitian 
Bab ini berisi uraian tentang desain penelitian, sampel dan pengumpulan data, 
model penelitian dan operasionalisasi variabel yang digunakan dalam 
penelitian. 
BAB 4. Analisis Penelitian  
Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis atas hasil penelitian yang 
terdiri dari analisis data dan hasil pengujian hipotesis yang telah dibuat 
sebelumnya. Analisis hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan 
landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. 
BAB 5. Kesimpulan dan Saran  
Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada 
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bab sebelumnya, saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian 
selanjutnya dan implikasi penelitian yang dapat digunakan oleh regulator 
sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan. 
 
